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ANALISIS PENGARUH PENETAPAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI 
FISKAL TERHADAP  KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 




Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang sering terjadi di negara maju 
maupun negara berkembang. Masalah ketimpangan merupakan masalah yang sulit 
untuk dikendalikan apalagi dengan keadaan geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan 
kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan di 
Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder gabungan dari data cross 
section dan data time series dari tahun 2015-2017. Data yang digunakan diperoleh 
dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data 
panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan DBH memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. 
 




Income inequality is a problem that occurs in both developed and developing 
countries. The problem of inequality is a difficult problem to control, especially in 
the geographic situation of Indonesia as an archipelago. This study aims to analyze 
the implementation of the Fiscal Decentralization policy on income inequality in the 
districts / cities of East Java province in 2015-2017. The type of data used in this 
research is combined data from cross section data and time series data from 2015-
2017. The data used were obtained from the official website of the Badan Pusat 
Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). The 
analysis method used is panel data regression analysis. The results showed that the 
PAD, DAU, and DBH variables had a significant effect on income inequality.  
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman disetiap 
daerahnya. Perbedaan ciri wilayah merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh 
negara Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan kemampuan daerah dalam bertumbuh 
dari waktu ke waktu, maka dari hal tersebut timbulah masalah ketimpangan antar 
daerah terlebih dengan pada awal pemerintahan adanya kebijakan sentralisasi yang 
membuat pengaruh terhadap ketimpangan terutama pada daerah yang kaya akan 




Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru dari mobilitas massa atas dasar partai 
perlahan dari waktu ke waktu digantikan oleh birokrasi. Pada masa tersebut banyak 
keberhasilan yang dicapai terutama di bidang ekonomi. Dalam struktur sentralisasi 
kekuasaan politik dan otoritas dibentuk Undang-Undang Dasar No.5 Tahun 1974 
tentang inti dari pemerintah daerah. Konsep desentralisasi ini diwujudkan dalam 
rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 
Mengacu pada Undang-Undang, desentralisasi sebagai pelaksana kegiatan 
ekonomi di daerahnya, pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus program pembangunan yang nantinya memiliki pengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakatnya.  Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang 
nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan yang secara mandiri dan tanggung jawab 
akan pengelolaan daerahnya kecuali urusan pemerintahan pusat seperti politik luar 
negeri, yustisi, moneter, nasional, agama, dan lainnya.  
Beberapa keuntungan dari kebijakan desentralisasi yaitu efisiensi dan 
efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah, memungkinkan melakukan inovasi, serta 
meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas. Bagi negara-negara 
berkembang, jalan desentralisasi ditempuh untuk melepaskan diri dari perangkap 
pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan 
ekonomi makro, dan tidak memadainya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan 
desentralisasi oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk mewujudkan 
kemandirian daerah dalam pengelolaan rumah. Dengan adanya kebijakan 
desentralisasi, daerah mendapat kesempatan untuk mengelola rumah tangganya 
sendiri untuk mencapai kemandirian daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, 
pemerintah daerah diharapkan akan mampu mengembangkan seluruh potensi 
ekonomi yang ada di setiap daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih 
mengetahui kondisi serta apa yang dibutuhkan daerah. Berdasarkan pandangan ini, 
pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing-masing 
sektor dalam ekonomi secara lebih efektif dan efisien daripada pemerintah pusat. 
 
2. METODE 
Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui 
sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada dan laporan-laporan dari suatu 




Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sumber data 
lain bersumber dari buku-buku teks dan jurnal ilmiah lainnya. Data sekunder yang 
digunakan yaitu gabungan dari time series rentang waktu 2015-2017 dan data cross 
section yang meliputi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini 
menggunakan wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah daratan 
sebesar 47.130,15 Km2 dan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini membentang 
antara 111°O’ BT - 114°4’ BT dan 7°12’ LS - 8°48’ LS dengan jumlah penduduk 
sebanyak 39.107.095 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk ini menjadikan Provinsi 
Jawa Timur sebagai Provinsi terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Secara 
Administratif, Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Objek penelitian ini 
untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Desentralisasi yaitu PAD, DAU, dan DBH 
terhadap Ketimpangan Pendapatan di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-
2017. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1Hasil 
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah 
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan 
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan 
pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan 
asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan 
segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian 
Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk 
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh 
karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap 
daerah. (Mamesa, 1995). Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan 
sebagai variabel bebas, selama kurun waktu pengamatan dari tahun 2015-2017 
menunjukkan perkembangan PAD di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun, berbeda pada kota Surabaya dari mengalami penurunan kemudian 




Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun angka PAD mengalami 
fluktuasi. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan 
dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah 
dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU 
terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel 
dengan model ekonometrik berikut: 
         (1) 
Di mana: 
  = Ketimpangan (Dalam Persen) 
  = Pendapatan Asli Daerah (Dalam Milyar) 
  = Dana Alokasi Umum (Dalam Milyar)  
  = Dana Bagi Hasil (Dalam Milyar) 
   = Konstanta  
  = Koefisien variabel bebas 
   = Error Term (faktor kesalahan) 
   = Observasi ke i 
   = Tahun ke 
Hasil estimasi regresi data pane; terbagi menjadi tiga model yaitu common 
effect, fixed effect, random effect. Hasil ketiga model tersebut dapat dilihat pada tabel 
1 berikut. 
 Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih model Common 
Effect dan Fixed Effect dalam mengestimasi data panel. 
Tabel 1. Hasil Estimasi Uji Chow 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.827392 (37,73) 0.0000 
Cross-section Chi-square 182.728101 37 0.0000 
     
      




Berdasarkan  tabel 1 diketahui bahwa hasil estimasi menghasilkan prob. 
Cross Section F 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan model terbaik adalah REM. 
 Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih model Fixed 
Effect atau Random Effect dalam mengestimasi data panel. 
Hipotesis  : 
H0 diterima  : model terbaik adalah REM 
H0 ditolak : model terbaik adalah FEM 
Kriteria Pengambilan Keputusan : 
Jika prob Cross Section F > α (0,05) maka model terbaik adalah REM 
Jika prob Cross Section F < α (0,05) maka model terbaik adalah FEM 
Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Hausman 
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 17.779754 3 0.0005 
     
          Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan Eviews (Lampiran) 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa hasil estimasi Prob.Cross Section 
Random 0,0005 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan model terbaik adalah FEM. 
Berdasarkan hasil estimasi data panel untuk memilih model yang terbaik dengan 
melakukan uji chow dan uji hausman, maka terpilih model terbaik yaitu Fixed 
Random Effect (FEM). 
 
3.2 Pembahasan 
Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukan bahwa variabel PAD berpengaruh 
signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 
tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Lilis Rosita (2015) dengan Judul “Pengaruh Belanja Pemerintah, 
Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadadap Ketimpangan”. Yang 
menjelaskan bahwa saat PAD naik maka Ketimpangan Pendapatan pada daerah 
tersebut juga akan mengalami kenaikan, karena PAD sendiri salah satunya berasal 
dari pajak sumber daya alam daerah tersebut, retribusi dan hasil BUMD. Suatu 
daerah memiliki kekayaan yang lebih dibanding daerah lain maka ketimpangan 




 Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukan bahwa variabel DAU 
berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Andry Nurman (2013) dengan judul 
“Pengaruh Belanja Langsung, dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan di 
Indonesia”. DAU diberikan kepada suatu daerah sesuai dengan perkalian pendapatan 
suatu daerah tersebut dan sesuai porsi masing masing. Semakin tinggi penyebaran 
DAU tiap daerah dari nilai rata-rata dari seluruh daerah maka semakin tinggi nilai 
ketimpangannya. 
 Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukan bahwa variabel DBH 
berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Bashir (2006) dengan judul “Pengaruh PAD, 
DAK, DAU, dan DBH terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Selatan 
.Apabila nilai DBH naik maka angka ketimpangan di Sumatera Selatan juga 
mengalami kenaikan karena Dana Bagi Hasil berasal dari sumber daya alam dan 
pajak sesuai dengan kemampuan daerah masing masing, jika suatu daerah mampu 
dengan besar menghasilkan sumber dayanya maka porsi yang didaptkan juga akan 





Berdasarkan hasil analisa dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pada provinsi Jawa Timur memiliki 
sumber daya alam yang sangat berlimpah, namun keberadaan sumber daya alam ini 
belum tentu memiliki kualitas dan kuantitas yang sama antara daerah satu dengan 
daerah yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil 
terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2015-2017. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder gabungan dari 
cross section dan time series. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat 




Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. . 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel PAD, DAU dan DBH memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Pengujian model 
menggunakan Uji Chow dapat menunjukan bahwa model FEM lebih tepat digunakan 
dalam penelitian ini daripada model PLS, dan pengujian model dengan Uji Hausman 
menunjukan bahwa model FEM tetap lebih tepat digunakan daripada model REM. 




Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal harus telaksana dengan baik agar dapat 
tercapai tujuan utama yaitu pemerataan atau penurunan ketimpangan pendapatan 
antar daerah, untuk itu pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang 
ada di daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan 
apa yang dibutuhkan suatu daerah. Diharapkan melakukan intervensi dari pemerintah 
dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat golongan menengah bawah, 
bahwa dana yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk pembangunan 
infrastruktur tetapi juga terciptanya lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat 
meningkatkan pemerataan antar daerah.  Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud 
adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya nilainua yang tinggi tetapi juga 
secara merata dan dapat mengembangkan sektor – sektor yang ada pada daerah, 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan antar daerah satu dengan daerah lainnya. 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi instasi-instasi yang terkait 
agar dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan apa yang paling berperan 
dalam mengatasi ketimpangan pendapatan 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Arif, M., & Wicaksini, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur 
dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. 
Barbara, B. (2008 ). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian 
di Kalimantan Barat. 50. 
Iba, Z. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan 




Indah, S. P. (2011). Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap 
PDRB, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. 70. 
Joko, W. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 
Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia. Jurnal Penelitian, 
Parallel Session IA. 
Juanda, & Juanidi. (2012). Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi. IPB 
Press. 
Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan 
Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 14. 
Resosudarmo, B. (2005). The Politics and Economics of Indonesia's Natural 
Resources.  
Rosdyana, D. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan 
Ketimpangan di Pulau Jawa Tahun 2008-2013. 15. 
Iba Zainuddin. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ipm Di Provinsi 
Aceh. Jurnal Kebangsaan. 
Rosdyana Dewi , Suhendra E. Susy. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa 
Tahun 2009-2013. Jurnal Ekonomi. 
Roy Juliansyah. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan 
Pendapatan Di Kalimantan Timur. Jurnal Eksekutif. 
Wijono Tiana S, Ratnamulyani Ike Atikah. (2011). Dampak Kebijakan Desentralisasi 
Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Untuk Provinsi Di 
Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora. 
 
 
